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Tersangka Kasus -

Bansos
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PADANG, HALUAN“4Kg. -
jaksaan Tinggi (Kejati)
- Sumbar menetapkan dua dua
tersangka kasus dugaan ko-
rupsi dana Bantuan Sosial
(Bansos) dan hibah di Ka-

'bupaten Solok tahun ang-
garan 2009 dan 2010. Meski

berstatus tersangka, kedua—
nya belum ditahan.

“Bcnar kami telah me-

, hetapkan dua orang tersang-
ka dalam kasus dugaan ko-
rupsi Bansos tersebut yaitu

~ Y merupakan Kuasa Peng-
guna Anggaran (KPA) dan
DT sebagai Pengguna Ang-

- garan di DPKKA Kabupaten .
Solok,” kata kata Asisten

Pldana Khusus (Asp1mus)

Kejati Sumbar Prima Jdwan

Mariza kepada Haluan saat
ditemui di mangdn kerjanya,
Rabu (23/1)." .

Dij elaskannya, dalam . d

" kasus tersebut, penyidik
belum melakukan pemang-
gilan terhadap dua orang

tersangka, karena sebelumnya :

masih fokus pada pengum-
pulan bukti dan pemang-
gilan saksi-saksi. Setidaknya
sudah lebih dari 40 orang
saksi ‘yang telah dimintai
keterangan. “Dalam kasus ini

- kami telah memeriksa banyakA
saksi, yang banyak itu para

Solok

41

. penerima “YiindBe" Bahk’an/

Tim kami langsung ditu-

runkan ke berbagai tempat di

Kabupaten Solok untuk
mendapatkan bukti dalam

kasus tersebut,” kata Prima.

_ la.menyampaikan, sete-

lah semua bukti berhasil

dlkumpulkan Pihaknya.

-akan segera melakukan pe-"

manggilan terhadap para -
tersangka. Namun saat ini
tim jaksa tengah menunggu
hasil audit dari Badan Pe-

~meriksa Keuangan (BPK)

untuk menghitung besaran
kerugian negara. “Kami ma-
sih menunggu hasil audit

‘BPK, kalau dari penghitu-

ngan kami kerugian berki-
saran Rp300 juta,” katanya.
ﬁgelaskan, modus dalam

atau hanya dise- |
rahkan sebahaglan kepada
kelompok penerima dana
bansos tersebut dan sisanya
diduga .dimanfaatkan oleh
tersangka. “Para tersangka
dijerat karena melanggar
Pasal 2 dan: Pasal 3 Undang-
Undang 31 tahun 1999 ten-

. tang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi,” katanya.
(h/mg-hen) -




